
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Kotamadya
Tarakan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3711);

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan tempat
parkir di Kota Tarakan khususnya pada kawasan kuliner
di Jalan P. Diponegoro Kelurahan Sebengkok agar lebih
tertib, berdaya guna dan berhasil guna serta dapat
meningkatkan pendapatan asli daerah;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (5)
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Perparkiran diatur bahwa Perangkat
Daerah yang ditunjuk dan atau ditugaskan dalam
penyelenggaraan perparkiran, dapat bekerjasama dengan
pihak ketiga baik orang pribadi ataupun badan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan
Wali Kota Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pelimpahan
Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Camat Tarakan
Tengah Dalam Pengelolaan Kawasan Kuliner Di Jalan P.
Diponegoro Kelurahan Sebengkok;
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3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4444) sebagaimana dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 ten tang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 5025) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 ten tang
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4655);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta
Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang
Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5468);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik NegarajDaerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Barang Milik NegarajDaerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6523);



PasalI

Ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 3 Tahun 2021 tentang

Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Camat Tarakan Tengah

Dalam Pengelolaan Kawasan Kuliner Di Jalan P. Diponegoro Kelurahan

Sebengkok (Berita Daerah Kota Tarakan Tahun 2021 Nomor 413), diubah

sebagai berikut :

Menetapkan : PERATURAN WALl KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURANWALl KOTANOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG
PELlMPAHANSEBAGIANKEWENANGANWALlKOTAKEPADA
CAMATTARAKANTENGAHDALAMPENGELOLAANKAWASAN
KULINER DI JALAN P. DIPONEGORO KELURAHAN
SEBENGKOK.

10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6206);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
547);

13. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 7 Tahun 2007
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran
Daerah Kota Tarakan Tahun 2007 Nomor 07 Seri E-04);

14. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2012
tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota
Tarakan Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan lembaran
Daerah Kota Tarakan Nomor 1) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah
Kota Tarakan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 2
Tahun 2012 tentang Retriusi Jasa Usaha (Lembaran
Daerah Kota Tarakan Tahun 2020 Nomor 54, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Tarakan Nomor 32);

15. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 1 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Perparkiran (Lembaran Daerah
Kota Tarakan Tahun 2017 Nomor 24, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Tarakan Nomor 13);

MEMUTUSKAN:



A.HAMID

BERITADAERAHKOTATARAKANTAHUN2021 NOMOR 457

Diundangkan di Tarakan
pad a tanggal 28 Desember 2021
SEKRETARISDAERAHKOTATARAKAN,

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tarakan.

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal4

Pelimpahan kewenangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3

meliputi:

a. pengaturan tempat pedagang dan kebersihan;

b. penataan tempat pedagang dan kebersihan;

c. penertiban tempat pedagang dan kebersihan;

d. penarikan retribusi pemakaian kekayaan daerah dan retribusi

pelayanan sampah/kebersihan; dan

e. penyediaan fasilitas pendukung.

Ditetapkan di Tarakan

padatanggal 28 Desember 2021
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